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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

a. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 
Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan 
Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Penunjang Usaha 
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri sudah tidak 
sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pelayanan 
publik sehingga perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 
131 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan 
Penunjang Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

BUPATI WONOGIRI, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 10 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 131 TAHUN 2021 
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 

RISIKO DAN PERIZINAN PENUNJANG USAHA KEPADA KEPALA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI 

PROVINS! JAWA TENGAH 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

5. ten tang 

Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI WONOGIRI NOMOR 131 TAHUN 2021 TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA 

BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN PENUNJANG USAHA 

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU. 

MEMUTUSKAN : 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); dan 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal 

di Kabupaten Wonogiri; 

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 131 Tahun 2021 

tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang Usaha kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2021 Nomor 133); 

Menetapkan 
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Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 27 April 2022 

j.BUPATI WONOGIRI, t 
1\4 ~~~o 
\-, ~' . . J.·o ";, 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam 

Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Pada huruf B. Perizinan Penunjang Usaha, setelah angka 10 

ditambahkan angka 11 sebagaimana terlampir. 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri 

Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Penunjang 

U saha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2021 Nomor 133), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 
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